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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada analisis yang dilakukan diatas, maka penulis menemukan 

hasil pembahasan pelaksanaan pendaftaran tanah padruwen Desa Adat dalam 

kegiatan pariwisata di Desa Bugbug, yakni dengan melalui Program 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, dengan Desa Bugbug sebagai pemilik 

hak. 

B. Saran 

 Dengan berdasarkan analisis dan uraian mengenai pelaksanaan pendaftaran 

tanah padruwen Desa Adat dalam kegiatan pariwisata di Desa Bugbug, yakni 

bagi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bersama dengan Badan 

Pertanahan Nasional untuk menggencarkan pendaftaran tanah padruwen Desa 

Adat bagi Desa Adat lainnya di Bali yang belum melakukan pendaftaran tanah. 
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